PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (081) 4512412 Faks. (061) 4579228
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PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyvat
Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati dalam Persetujuan Bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Dan  Walikota Medan pada tanggal 7
Nopember 2013 dalam rangka perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
prioritas dan plafon anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b periu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2014,



Mengingat

:1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir  dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);




8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3005];

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar,
Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat 1I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 67);



14.

15.

16.

17,

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iindonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540},

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20035
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575];

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165j;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

“Peraturan Mentert Dalam  Negéri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 201! tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerazh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomeor 690);

33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan (Lembaran Daerah  Kota  Medan
Tahun 2009 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG .&NGGARA::
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHU

ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah ....... Rp 4.324.553.187.927,00;
b. Belanja Daerah .............. Rp 4.366.467.365.927.00;
Surplus/(Defisit) .........cocooerenrennns (Rp 41.914.178.000,00).
c. Pembiayaan Daerah:
l. Penerimaan............... Rp  131.068.178.000.00:
2. Pengeluaran.............. Rp 89.154.000.000,00;
Pembiayaan Netto.................c.ccrvoveeee....Rp 41.914.178.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan ... Rp Nihil.
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah ..Rp 1.515.685.946.873,00:
b. Dana Perimbangan sejumlah ......... Rp 1.681.948.783.643.00:
. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah sejumlah ..........ccooonvviinn Rpl.126.918.457.411.00.
(2] Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah seesisseeense.. Rp o 1,167.399.279.770,00:
b. Retribusi Daerah sejumlah ... Rp  174.670.370.000,00:
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan sejumlah ..., Rp 10.096.297.103,00:
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah sejumlah ............... Rp  163.520.000.000,00.
(3] Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah ......... .. R o9 4.334.613.643,00:
b. Dana Alokasi Umum sejumlah .... Rp 1.393.504.580.000,00:
¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah .... Rp 74.109.590.000,00:
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah .. Rp 640.460.060.368,00:
b. Dana Penyusaian dan Otonomi
et L Rp 396.458.397.043.00:
¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Daerah
lainnya sejumlah scsnrswasbossinnavaidiie. R 90.000.000.000,00.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2]

3)

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah.. Rp 1.951.383.199.827,00;

b. Belanja Langsung sejumlah ..........Rp 2.415.084.166.100,00,
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah ............. Rp 1.854.701.612.377,00;
b. Belanja Bunga sejumlah ............... Rp 9.000.000.000,00;
¢. Belanja Hibah sejumlah ................ Rp 69.514.920.450,00;
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah .. Rp 10.000.000.000,00;
e. Belanja Bantuan Keuangan

SefUTAR (.iioiiicicmmivminarmsanssnssnesnse Rp 1.166.667.000,00;
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah ... Rp 7.000.000.000,00;
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah ............. Rp 454.004.326.300,00;
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 1.004.745.811.749,00;
¢. Belanja Modal sejumlah ................ Rp  956.334.028.051,00.

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Penerimaan sejumlah ................. Rp 131.068.178.000,00;
b. Pengeluaran sejumlah ................ Rp 89.154.000.000,00.
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya

(SIiLPA) sejumlah ......oveeeninrinnsannsess Rp 65.402.178.000,00;
b. Penerimaan Pinjaman Daerah

LR T A P A Rp 65,666.000.000,00.
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pembiayaan:
a. Penvertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah sejumlah ........ Rp 5.000,000.000,00;
b. Pembayaran Pokok Utang
BETOMMEI - ooimsinassrnvonpsnsnntnapmansnssn Rp 14.154.000.000,00.

¢. Pembayaran Utang kepada
Rekanan sejumlah Rp 70.000.000.000,00.



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran] Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi;

c. Lampiran [l Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

g. Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

i. LampiranIX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daersh;

J. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset lainnyva;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

l. Lampiran Xll Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Kondisi dikatakan dalam keadaan darurat, bila memenuhi kriteria:

a. pnlaiaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara
biasa, karena terjadinya kerusuhan yang disertai dengan
kekerm_s.an yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi
mariusia;

b. terjadinya bencana alam yang melumpuhkan kehidupan
perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan:

c¢. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota
Medan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

d. tidak diharapkan terjadi secara berulang; o

::*. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Medan: dan

memiliki dampak yang signifikan terhada
: _ p anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebut oleh keadaan darurat.
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Pasal 7

Kegiatan mendesak mencakup program dan Kkegiatan pelayanan
dasar masvarakat vang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya, yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Kota Medan dan masvarakat.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 37 Desember 2013.-

Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2013.

SEKRETARIS)DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFMTBAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR &

r
ln.




- L)
Lampiran I  Peraturan Daerah
Momor : & Tahun 2013
PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN APBD
TAHLIN ANGGARAN 2014
NOMOR
URUT URAIAN JUMLAH
L. 2 . = 3
1 PENDAPATAN 4.324.553.1687.927,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.515.685.946.873,00
1:1:1 Pendapatan Pajak Daerah 1.167.399.279.770,00 |
=12 Hasll Retribusi Dasrah 174.670.370.000,00 |
1.1.3 Hasil Pengeiolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.096.297.103,00
1.1.4 Laindain Pendapatan Asli Daerahyangssh | | 1 :_i;:_._szu.oou.um,uu |
1.2.1 Bagi Hesil Pajak/Bag) Hasd Bukan Pajak 214.334.613.643,00
1.2.2 Bana Alpkas Umum 1,393 504 _580.000,00
1.3d.3 Dana Alokasi Khusus e __Zf'fi_._iql._l_.‘_j_q'q._ﬂﬂﬂrﬂu
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH . 1.126.918.457.411,00
S A Bana Bagl Hasll Pajak dad Provinst dan Permerntah Dagrah Lalnnya B40.460.060,368,00
Lidot Dana Poryesuaian dan Otonomi Khusus : 396.458,397,043,00
Ldich Bantuen keuvangan dart Provinsi atau Pemerintah Daerah Lalnmya 90, 000.000.000, 00
2 BELANIA 4.366.467,365.927,00
2.1 BELAMNIA TIDAK LANGSUNG 1,951 383.199.827,00
r = e Halanja Pogawal 1.854.701.612.377,00
2.1.2 Balani Bunga ©.000.000.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 69.514.920.450,00
2.4.5 | Balania Bantuan Sosal 10.000.000,000,00
2.1.8 | Belang Tidek Tercuga 1_ 7.000.000,000,00
2.12.9 [ Belanja Bantuan Kouangan L.166.667.000,00
2.2 | BELANJA LANGSUNG 2.415.084.166.,100,00
2.2:1 | Belania Pegawal 454.004.326.300,00
A A Belania Barang dan Jasa 1,004.745.811,7449,00
22,3 Belania Modal B56.334.028.051,00
SURPLUS [ (DEFISIT) {41.914.178.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
311 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ~ 131.068.178.000,00
Fela1 Gisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 65:402.178.000,00 |
3.1.4 Penerimaan Pinfaman Daerah 65566 000.0:00,00
3.1.86 Penerimaan Piutang Daerah oo N |
3.2 PENGELUARAN PEMUBIAYAAN DAERAH ) BEIIS*IBWWQBU
I Z:2 Peryertaan Modal [Investas) Pemerintah Daersh 5.000.000.000,00
3.2:3 Pembzayaran Pokok Utang 14.154.000.000,00
3. Pembatyaran Utang Kepads Relanan/Wontraldor 70.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 41.914.178.000,00 |
S1SA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Plt, WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA,
thd
DZULMI ELDIN 5.
RINGLASAN APED Halaman-1




